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PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT HAK
ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI DI KOTA SUNGAI
PENUH

(JACKY IRMAN, NIM 2120123039, 101 halaman)

ABSTRAK

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah
adalah salah satu objek yang diatur oleh hukum agraria. landasan dalam hukum
agraria Indonesia sekaligus menjadi sumber hukum materiil dalam pembentukan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria. Salah satu Permasalahan yang timbul adalah timbulnya sertipikat ganda
pada satu bidang. tanah akibat cacat-administrasi sebagaimana. yang Penulis temui
dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Spn.
Permasalahan yang dibahas yaitu (1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim
dalam putusan perkara nomor 56/Pdt.G/2021/PN Spn ? (2) Bagaimana
perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah yang cacat
administrasi di’ Kota Sungai Penuh? dan (3) Bagaimana akibat hukum bagi
pemegang sertipikat hak atas tanah yang cacat administrasi dan pembatalan
sertipikat yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat di Kota Sungai Penuh?
Penulisan Tesis ini menggunakan penelitian hukum empiris disebut juga penelitian
lapangan dengan memeperoleh’ data secara langsung dilapangan melalui
wawancara. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor 56/Pdt.G/2021/PN
Spn didasarkan pada alat bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan baik bukti
tertulis maupun keterangan saksi-saksi. Perlindungan hukum kepada pemegang hak
diwujudkan dengan diberikanya setipikat hak atas tanah. Dengan memiliki
sertipikat, maka kepastian hukum- berkenaan dengan jenis hak atas tanah, subjek
hak, dan objek haknya menjadi nyata, namun tidak terlepas juga dari permasalahan
seperti adanya sertipikat hak atas tanah ganda dengan objek yang sama akibat
adanya pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam penguasaan tanah
dan penerbitan sertipikat tanah tersebut. Akibat hukum bagi pemegang sertipikat
hak atas tanah yang cacat administrasi mengakibatkan sertipikat tersebut tidak
memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti kepemilikan yang sah, Badan
Pertanahan Nasional merupakan badan yang berwenang mengeluarkan dan
mencabut keberlakuan sebuah sertipikat kepemilikan atas tanah berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
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(JACKY IRMAN, NIM 2120123039, 101 Pages)

ABSTRACT

Soil is a part of the earth called the earth's surface. Land is one of the objects
regulated by agrarian law. foundation in Indonesian agrarian law as well as being a
source of material law in the formation of Law Number 5 of 1960 concerning Basic
Regulations on Agrarian Principles. One of the problems that arises is the
emergence of double certificates on one plot of land due to administrative defects,
as the author found in the Decision of the Sungai Banyak District Court Number
56/Pdt.G/2021/PN Spn. The issues discussed are (1) What are the judge's legal
considerations in the decision in case number 56/Pdt.G/2021/PN Spn? (2) What is
the legal protection for holders of land title certificates with administrative defects
in Sungai Penuh-City? and \(3)-What ‘arethe legal consequences for holders of
certificates of land rights which have administrative defects and cancellation of
certificates which do not have binding legal force in Sungai Penuh City? Writing
this thesis uses empirical legal research, also known as field research, by obtaining
data directly in the field through interviews. The judge's legal considerations in case
number 56/Pdt.G/2021/PN Spn were based on the evidence presented by the parties
at the trial, both written evidence and statements from witnesses. Legal protection
for rights holders is realized by, granting a certificate of land rights. By having a
certificate, legal certainty regarding the type of land right, the subject of the right,
and the object of the right becomes real, but it cannot be separated from problems
such as the existence of multiple land right certificates with the same object due to
parties committing unlawful acts in control. land and the issuance of land
certificates. The legal consequences for holders of land title certificates whose
administrative defects result in the certificate not having legal force as legal
evidence of ownership, the National Land Agency is the body that has the authority
to issue and revoke the validity of a land ownership certificate based on a court
decision which has permanent legal-force.
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